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KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR: 80 / &4 / TAHUN 2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak
asasi manusia dan keterbukaan informasi
merupakan sarana dalam mencerahkan kehidupan
berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan

( terhadap kinerja penyelanggara Negara dan Badan
Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat
pada kepentingan publik.

b. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan
informasi publik maka perlu menunjuk dan
menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu selaku pengelola dan
penyedia layanan informasi pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyumas;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyumas;

Q Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor S8,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua tas Undang-
Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);













